KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAYUN 1990
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I'Ji’ ALIHFUNGSI PENDIDIKAN GURU ALAMA NEGEL. ﬁENJADI MADRASAH ALIYAH NEGERI
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/ MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESTA

w

Menimbang i 8. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di
SD/MI adaleh meninel-atl<: Lald fikasi pendidikan dasar bagi jabat-
an Guru Pendidilar Agama di SD/MI dari jenjang Pendidikan Mene -
ngah (PGA) merjadi jenjang Pendidikan Tinggi;

b. bahwa pada dewasa ini jumlsh tamatan Pendidikan Guru Agama Negeri
secara nasional telah memenuhi kebutuhan tenaga guru pendidikan
agana untuk Sekclsh Basar dan Madrasah Ibtidaiyah;

c. bahwa untuk itu dipandang perlu melaksanakan alih fungsi pendidik-
an Guru Agama Negeri menjadi Madrasah Aliyah Negeri,

Mengingat : l. Undang-undang Nomor 2 Tzhun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasio-
nal;

2, Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok
Organisasi Departene

3. Keputusan Presiden RI ... -5 Tahun 1984 tentang Susunan Organi -
sasi Departemen dengan s¢,.ia perubahaunnya terakhir Nomor 16 Tahun
1989; :

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan QOrga-
nisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan di-
sempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Ta-
‘hun 1984;

5. Keputusan Barc. .. ... 7, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Menteri Dalam Nuberi Nomor 6 Tahun 1875, WNomox 037/U/1975 dan
Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Mad-
raaah;

6. Keputusan Bersama HontCVi Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri
P ¥
Agama Namnr 0202/U/1C2%4 dan Nomor 45 Tahun- 1984 tentang Pembakuan
Kerikulum Sekolah Jaun dew Kurikulum Madrasah

7. Keputusan Merteri iAgama Nomor 101 Tahun 1984 tentang Kurikulum Mad-
rasah Aliyah Megeri.
MEMIETUYSRAN

Ménetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA ?T“FT IX INDONESTA TENTANG ALIHFUNGSI PENDI~
) DIKAN GURU AGAMA WEGERT < . MATRASAR ALIYAH NEGERI.
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Mcolaksanakan alih fungsi sejumlah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN)
menjadi Madrasah Aliyah Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini;

Polaksanaan alihfungsi Pendidikan Guru Agama Negeri pada diktumper-
tama di atas dilaksanakan bertahap mulai tahun ajaran 1990/1991 dengan
ketentuan bahwa Pendidikan Guru Agama Negeri yang dialihfungsikan agar

a. tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi siswa kelas II
(dua), kelas III (tiga) sampai tahun pelajaran 1991/1992;

b. pada awal tahun pelajaran 1990/1991 menerima siswa baru untuk jenis
sekolah baru, dan tidak lagi m2nerima siswa baru untuk pendidikan
Guru Agama Negeri.

Pemanfaatan dan pendayagunaan komponen ketenagaan, anggaran, sarana
dan prasaranaselama berlangsungnya masa alihfungsi dikordinasikan oleh
Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Pelaksanaan teknis peagajaran dan administrasi selama berlangsungnya
alihfungsi diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelem~
bagaan Agama Islam;

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama melaksanakan alih fungsi Pendi-
dikan Guru Agama Negeri di wilayahnya masing-masing sesuai dengan pe-
tunjuk/pedoman dari Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Is-
lam;

£

¢ Sumua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dianggap tidak

berlaku lagi;

Kuputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 1990
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TEMBUSAN KEPUTUSAN LNL DISAMPATKAN KEPADA YTH. :

. Sekretaviat Negnrag !

« Sckrotarviat Kabinoebs

+ Semua Menteri Koordinator

« Somua Menteri Neparaj

» gemua Mentevi;

Semua Menteri Mudag

Komisi IX = DI'R RL;

Selkretar ¢ Jenderal Departemen Pendldikan dan XKebudayaang

9, ifuspek . Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Kepala Badan Penelitian dan Pengenbangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan;

l1. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

12, Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan
Pengembangan Pendldikan dan Kebudayaan dalam lingkungan bepartemen Pendidikan
dan Kebudayaang

13. Semua Direktorat, Bire, Pusat, Inspektur dan Perum dalam Lingkungan Departemen
Pendidikan dan !vhudivndn,

Lo, Bemua Kepala Kantor Hilaynh nvpervmvn Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;

1. h;mu: Rooxdlnatar Roordinasi Perguruan Tinggl Swasta;

L6, Semun Hnjvnruil1~/iuhtitut/bukoldh Finbgl/Akddemi dalam lingkungan Departewmen
Pendidilkan dan  Kebodayaan;

Lo Badan Admlnistrasi Depepawaian Neparas

18. Semua Gubernur Kepala Daerali Tiugkat 13

19, Badan Pemeriksa Kouangoang

20, Direktorac Jenderal Angparan;

21, birckrorat Jenderal Pajaks ¥,

22, Direktoralb Perbendabaraan dan Belanja Nepava Direktorst Jendoral Anpparan Pe-
partemen Keuangan g

23, Scma Kantor vabvnddhnradn Negara;

24, Lewbapga Administrasi Negara;

25, Yang bevsangkatan antak dipeaponakan seperlunya.
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